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ABSTRAK 

PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM 

MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. 

(Studi Pada Desa Moteng Kecematan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat 

Tahun 2020). 

M. Jihad Antaralam, Mintasrihardi, Ilham Zitri 

Mahasiswa, Pembimbing, Pembimbing Utama 

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  

Universitas Muhammadiyah Mataram 

 

  

Badan Usaha Milik Desa adalah salah satu lembaga yang bergerak di 

bidang sosial dan ekonomi yang dikelola oleh pemerintah dan masyarakat desa 

berdasarkan kebutuhan dan potensi desa itu sendiri. Dalam pelaksaannya, Badan 

Usaha Milik Desa diharapkan mampu memberikan sebuah perubahan terhadap 

peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian ini 

bermaksud untuk mengetahui Peran Badan Usaha Milik Desa dalam 

meningkatkan kesejahateraan masyarakat desa, dengan mengambil studi kasus 

pada Badan Usaha Milik Desa Moteng, Kecematan Brang Rea, Kabupaten 

Sumbawa Barat pada tahun 2020. Adapun metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan teknis analisa data 

yaitu Reduksi data, Penyajian data, dan Kesimpulan data. Hasil dari penelitian 

menunjukkan bahwa Peran Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat telah diwujudkan dan berjalan dengan baik dengan 

adanya unit usaha yang ada didalamnya seperti unit jual beli obat pertanian, unit 

depot air minum, unit tv kabel, unit simpan pinjam syariah, unit gas LPG, dan unit 

Bri Link. Dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, Pengurus dan Pemerintah 

Desa membuat sebuah kebijakan yang diyakini mampu meringankan 

perekonomian masyarakat dan memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. Seperti 

yang dirasakan oleh masyarakat desa yang bekerja sebagai petani. Dengan adanya 

unit usaha jual beli obat pertanian, masyarakat mampu memenuhi segala 

kebutuhan pertanian mereka sehingga masyarakat mampu mengelola lahan 

pertaniannya dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal. 

Kata Kunci : BUMDes; Kesejahteraan; Peran. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Negara adalah suatu kesatuan dengan populasi penduduk yang besar yang 

terdapat pada suatu wilayah  dan memiliki pemerintahan yang berdaulat atas dasar 

cita-cita untuk bersatu. Mengurangi jumlah kemiskinan dan meningkatkan 

ekonomi demi keseejahteraan masyarakat merupakan cita-cita setiap Negara.  

Pemerintah sebagai pemegang kekuasan tertinggi dalam suatu negara sangat 

berperan aktif dalam mengambil sebuah kebijakan yang berkaitan dengan 

meningkatkan ekonomi masyarakat. Adapun salah satu kebijakan pemerintah 

Indonesia dalam meningkatkan ekonomi masyarakat adalah Pemerintah Indonesia 

memberi kewenangan kepaada setiap daerah untuk mengelolah potensi sumber 

daya yang dimiliki dengan menerapkan otonomi kepada setiap daerah. 

Melalui otonomi, pemerintah indonesia memberi kebebasan kepada daerah 

dalam mengatur dan mengurus segala kegiatan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat itu sendiri sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan (UU 

No. 23 Tahun. 2014). Diketaui otonomi daerah sangat berperan penting dalam 

kesuksesan segala program yang ingin dikembangkan oleh daerah itu sendiri.  

Dengan adanya otonomi daerah, desa dan masyarakat sangat merasakan 

efek positif akan regulasi tersebut. Masyarakat desa adalah bagian atau kelompok 

yang kecil yang terdapat di wilayah hukum kebiasaan atau adat masyarakat 

setempat yang aktivitasnya sesuai dengan kebutuhan atau kepentingan masyarakat 

yang ada di wilayah hukum tertentu.  
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Menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan Desa 

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang 

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat 

setempat berdasarkan praksara masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang 

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.  

Pembangunan pedesaan mempunyai peran penting dalam konteks 

pembangunan nasional karena  mencakup bagian terbesar wilayah nasional. 

Sekitar 70% penduduk indonesia bertempat tinggal di daerah pedesaan. 

Kesejahteraan masyarakat desa sangat bergantung pada sumber daya yang 

dimiliki di desa tersebut. pengelolaan yang baik dan sistem yang baik merupakan 

sebuah dorongan bagi masyarakat untuk mensejahterakan dirinya sendiri 

 Untuk itu, melalui undang-undang No.11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan 

sosial, pemerintah Indonesia telah berupaya mengatur dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat desa, pemerintah Indonesia melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat 

dan Pembangunan Desa membentuk sebuah badan keuangan yaitu Badan Usaha 

Milik Desa  dengan tujuan utamanya adalah untuk memberikan pinjaman kredit 

kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menjalankan suatu usahanya, selain 

itu Badan Usaha Milik Desa  juga bisa mendirikan usaha – usaha untuk meningkat 

ekonomi masyarakat desa.  

Badan Usaha Milik Desa  adalah lembaga usaha  desa yang dikelola oleh 

masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa 
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dan dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa itu sendiri. Menurut 

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 diamanatkan bahwa dalam meningkatkan 

pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha 

Milik Desa  sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.  

Di dalam persyaratan pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa  dijelaskan 

bahwa peran Badan Usaha Milik Desa  yaitu sebagai bisnis ekonomi dan bisnis 

sosial. Peranan secara ekonomi tentu dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa 

(PAD) dan kesejahteraan masyarakat desa.  

Cara kerja Badan Usaha Milik Desa yakni dengan cara menampung segala 

kegiatan ekonomi masyarakat desa dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan 

usaha yang dekelola secara profesional, namun tetap melihat potensi asli dari desa 

itu sendiri sesuai dengan kemampuan dan kewenangan desa. Hal ini juga 

dilakukan oleh Desa Moteng, Kecematan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat. 

Desa Moteng merupakan desa yang terletak di Kecematan Brang Rea, 

Kabupaten Sumbawa Barat dan begitu banyak potensi yang bisa dioptimalkan 

untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakatnya salah satunya adalah 

Badan Usaha Milik Desa . Badan Usaha Milik Desa Moteng mulai didirikan pada 

tahun 2019 berdasarkan Perdes No. 5 Tahun 2019. Tentang pendirian Badan 

Usaha Milik Desa Moteng, dengan jumlah modal usaha sebesar Rp.300.000.000. 

 Badan Usaha Milik Desa  Desa Moteng telah mulai menyalurkan dananya 

untuk dijadikan modal kepada pengguna untuk membuka usaha – usaha baru atau 

mengembangkan usahanya yang sudah ada di berbagai bidang, baik dibidang 

perdagangan, pertanian, industri kecil dan bidang jasa sesuai dengan harapan 
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pemerintah Indonesia untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa di berbagai desa 

yang ada di seluruh Indonesia. 

Hal ini merupakan  salah satu strategi untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dipedesaan agar dapat mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat. 

Adapun  Jenis usaha Pengelola Badan Usaha Milik Desa Moteng adalah  sebagai 

berikut : 

1. Penyediaan obat-obatan pertanian 

2. Simpan Pinjam Syariah 

3. Depot air 

4. Pemasangan tv kabel 

5. Pangkalan Gas LPG 

6. Bri Link 

Adapun berbagai rencana kerja Badan Usaha Milik Desa  Desa Moteng 

diharapkan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat di desa dan mengurangi 

beban perekonomian warga desa. (Profil Badan Usaha Milik Desa Moteng, 

Kecematan Brang Rea, 2019) 

Mengetahui akan pentingnya peran Badan Usaha Milik Desa dalam 

meningkatkan ekonomi masyarakat di desa khususnya di Desa Moteng 

Kecematan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat. Maka pengelola Badan Usaha 

Milik Desa  harus betul-betul memperhatikan apa yang menjadi potensi dan 

keperluan utama warga desa itu sendiri. Selain itu pemerintah desa juga harus 

berperan aktif dalam meningkatkan kualitas pengelola Badan Usaha Milik Desa  

dan kualitas masyarakat desa. Pemerintah desa juga dituntut lebih kreatif dan 
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inovatif dalam mendominasai kegiatan ekonomi desa melalui kepemilikan Badan 

Usaha Milik Desa , sehingga dapat membuka lapangan kerja baru.  

Hal ini dilakukan, agar  Badan Usaha Milik Desa  mampu berjalan secara 

maksimal dan mampu berokntribusi dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat desa. Mayoritas masyarakat Desa Moteng bekerja sebagai petani. 

Pengamatan peniliti terhadap Keberadaan Badan Usaha Milik Desa  ternyata 

belum terlihat peningkatan kesejahteraan terutama masyarakat yang bekerja 

sebagai petani. Karena, masyarakat masih banyak menjual hasil padinya ke 

pengepul yang berasal dari luar desa, dan peneliti juga masih melihat masih 

banyak masyarakat Desa Moteng melakukan pinjaman ke koperasi kapitalisme. 

Hal ini menjadi Pekerjaan Rumah bagi pengelola Badan Usaha Milik Desa  Desa 

Moteng.  

 Berdasarkan Uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan  judul “Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam 

meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Kasus Desa Moteng 

Kecematan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat. Tahun 2020). 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti 

dalam penelitian ini yaitu : “Bagaimana Peran Badan Usaha Milik Desa dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Moteng Kecematan Brang Rea, 

Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020”? 

 

 



 

xxiii 
 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian 

yang hendak dicapai adalah : “Untuk mengetahui Peran Badan Usaha Milik Desa  

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Moteng Kecematan Brang 

Rea, Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020”. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat secara teroritis melalui penelitian ini diharapkan dapat 

menambah pengetahuan dan wawasan lebih mendalam bagi penulis tentang 

Peran Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Selain itu Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

bahan acuan bagi penelitian selanjutnya.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat secara praktis bahwa hasil kajian dalam penelitian ini dapat 

dimanfaatkan oleh mahasiswa, masyarakat atau pemerintah, sehingga dapat 

memaksimalkan peran Badan Usaha Milik Desa  di desa. 

1.4.3 Manfaat Akademik 

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S1 Ilmu Pemerintahn 

pada prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas 

Muhammadiyah Mataram. 
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 BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Peneliti terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan 

penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji 

penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai 

sumber refrensi yang dapat memperdalam bahan kajian dan pembahasan 

penelitian. Adapun dari penelitian terdahulu sebagai berikut : 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No 

Nama / 

Tahun 

Judul Hasil Penelitian Perbedaan 

1 Samadi, 

Arrafiqur 

Rahman, 

Afrizal 

(2015) 

Peranan Badan 

Usaha Milik 

Desa Dalam 

Peningkatan 

Ekonomi 

Masyarakat 

(Studi Pada 

Badan Usaha 

Milik Desa Desa 

Pekan Tebih 

Dalam penilitian ini, 

diperoleh peningkatan 

perekonomian hanya 

terjadi pada pengguna 

dana Badan Usaha 

Milik Desa dibidang 

perdagangan gorengan, 

perdagangan barang 

pecah belah, 

perdagangan kelontong, 

Perbedaannya 

adalah terletak 

pada teori 

yang 

digunakan dan 

tempat 

penelitiannya. 
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Kec.Kepenuhan 

Hulu, 

kab.Rokan 

Hulu) 

pada perkebunan kelapa 

sawit dan bidang jasa. 

Namun pada 

perkebunan karet belum 

terjadi peningkatan 

perekonomiannya.Artin

ya, Peningkataan 

ekonomi masih belum 

merata secara 

maksimal.  

2 Ni Luh 

Putu Sri 

Purnama 

Pradnyani. 

(2019) 

Peranan Badan 

Usaha Milik 

Desa Dalam 

Meningkatkan 

Kesejahteraan 

Masyarakat di 

Desa 

Tibubeneng 

Kuta Utara 

Peranan Badan Usaha 

Milik Desa dalam 

mensejahterakan 

masyarakat telah 

diwujudkan dengan 

adanya unit-unit usaha 

yang ada didalamnya 

seperti unit usaha 

simpan pinjam, jasa 

sampah, money 

charger, dan 

perdagangan. Badan 

Usaha Milik Desa juga 

Perebedaannya 

terletak pada 

tempat 

penelitiannya, 

Dan teori yang 

digunakan. 
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membuka lapangan 

pekerjaan bagi 

masyarakat desa. 

3 Zulkarnain 

Ridlwan. 

(2014) 

Urgensi Badan 

Usaha Milik 

Desa Dalam 

Pembangunan 

Perekonomian 

Desa 

Tata kelola yang 

profesional dengan 

mengacu pada pedoman 

pembentukan Badan 

Usaha Milik Desa 

berdasarkan peraturan 

perundang-undangan 

menjadi prsayarat 

berjalannya Badan 

Usaha Milik Desa 

dengan baik. 

Perbedaannya 

terletak pada 

objek 

penelitian dan  

tempat 

penelitian 

4 Maria 

Rosa 

Ratna Sri 

Angraeni 

(2017) 

Peranan Badan 

Usaha Milik 

Desa Pada 

Kesejahteraan 

Masyarakat 

Pedesaan (Studi 

Pada Badan 

Usaha Milik 

Desa di Gunung 

Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan 

keberadaan Badan 

Usaha Milik Desa tidak 

dipungkiri membawa 

perubahan di bidang 

ekonomi dan sosial. 

Keberadaan Badan 

Usaha Milik Desa tidak 

Perbedaanya 

terletak pada 

landasan teori  

yangdigunakan 

dan tempat 

penelitian. 
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Kidul 

Yogyakarta) 

membawa manfaat 

signifikan bagi 

peningkatan 

kesejahteraan warga 

secara langsung, 

Permasalahan yang 

muncul terkait Badan 

Usaha Milik Desa 

adalah akses 

masyarakat terhadap air 

dan akses masyarakat 

untuk mendapatkan 

pekerjaan di Badan 

Usaha Milik Desa. 

5 Irkham 

Abdur 

Rochim 

(2019) 

Peran Badan 

Usaha Milik 

Desa dalam 

Meningkatkan 

Ekonomi 

Masyarakat 

Perspektif 

Ekonomi Islam. 

(Studi Pada 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

peran BADAN USAHA 

MILIK DESA 

Blimbing Makmur Jaya 

dalam meningkatakan 

ekonomi masyarakat 

sudah baik 

pelaksaannya. 

Perbedaannya 

terletak pada 

fokus 

penelitian yang 

lebih ke 

perspektif 

islam dan 

tempat 

penelitiannya. 
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Desa Blimbing, 

kec. Boja, Kab. 

Kendal) 

Disamping itu, 

pengelolaan BADAN 

USAHA MILIK DESA 

Blimbing Makmur Jaya 

belum dikelola dengan 

maksimal 

6 Ratna Azis 

Prasetyo 

(2016) 

Peranan Badan 

Usaha Milik 

Desa Dalam 

Pembangunan 

dan 

Pemberdayaan 

Masyarakat  di 

Desa Pejambon 

Kec. Sumberrejo 

Kab.Bojonegoro 

Hasil dari penelitian 

menunjukkan bahwa 

partisipasi masyarakat 

dalam kegiatan Badan 

Usaha Milik Desa 

masih kurang karena 

pengetahuan 

masyarakat terhadap 

program Badan Usaha 

Milik Desa masih 

sedikit. Terkait pola 

pemanfaatan lebih 

banyak pada 

pembangunan fisik desa 

sedangkan kontribusi 

bagi pemberdayaan 

masyarakat masih 

Perbedaannya 

terletak pada 

metode 

penelitian dan 

tempat 

penelitiannya. 
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belum maksimal karena 

sejumlah kendala 

terutama yaitu anggaran 

Badan Usaha Milik 

Desa. 

7 Komang 

Sahita 

Utami, 

Lulup 

Endah 

Tripalupi, 

Made Ary 

Meitriana. 

(2019) 

Peran Badan 

Usaha Milik 

Desa Dalam 

Peniingkatan 

Kesejahteraan 

Anggota 

Ditinjau Melalui 

Kewirausahaan 

Sosial. 

Hasilpenelitian 

menunjukkan bahwa 

Badan Usaha Milik 

Desa Bhuana Utama 

berperan dalam 

peningkatan 

kesejahteraan anggota 

ditinjaumelalui 

kewirausahaan sosial. 

 

Perbedaannya 

terletak pada 

fokus 

penelitian dan 

tempat 

penelitiannya. 
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8 Yeni 

Afiza, 

Gunawan 

Syahrantu 

(2018) 

Peran Badan 

Usaha Milik 

Desa Lancang 

Kuning Dalam 

Peningkatan 

Ekonomi 

Masyarakat 

Pengguna Dana 

Badan Usaha 

Milik Desa Desa 

Rumbai Jaya 

Kec.Kempas, 

Kab.Indragiri 

Hilir. 

Peran penggunaan dana 

Badan Usaha Milik Desa 

Lancang Kuning Desa 

Rumbai Jaya telah 

berhasil dalam membatu 

meningkatkan 

perekonomian masyarakat 

Desa Rumbai Jaya 

melalui pemberian 

pinjaman dana kepada 

masyarakat yang 

menjalankan berbagai 

bidang usaha seperti 

perkebunan kelapa sawit, 

perdagangan (pedagang 

gorengan dan pedagang 

pengumpul sawit), 

industri kecil (pembuatan 

gula merah) dan jasa 

(supir pengangkut sawit) 

sehingga dapat menambah 

aset rumah tangga selama 

menggunakan dana Badan 

Usaha Milik Desa. 

Perbedaannya 

terletak pada 

tempat 

penelitian. 

Sumber : Jurnal-jurnal Nasional 
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2.2  Landasan Teori 

2.2.1 Definisi Peran 

Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, 

psikologi, dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi 

maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah “Peran” yang biasa 

digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dalam teater harus bermain 

sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk 

berprilaku secara tertentu (Sarwono 2015). Setiap peran yang diberikan telah 

memiliki identitas yang membedakan masing-masing individu mengenai siapa 

dan bagaimana individu bertindak dalam situasi tertentu. 

Harapan-harapan peran akan menuntun seseorang untuk berperilaku dalam 

kehidupan sehari-hari. Menurut teori peran, seseorang memiliki peran tertentu 

misalnya sebagai dokter, mahasiswa, guru, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, 

seorang tersebut diharapkan berprilaku sesuai dengan peran tersebut. (Mustafa, 

2011).  

Teori peran dalam literatur perilaku organisasi menyatakan bahwa sebuah 

lingkungan organisasi dapat mempengaruhi harapan setiap individu mengenai 

perilaku seseorang dalam menjalankan peran. Harapan akan mendapatkan peran 

tersebut dapat berasal dari peran itu sendiri, individu yang mengendalikan peran 

tersebut, masyarakat, atau pihak lain yang berkepentingan terhadap peran tersebut 

(Hutami & Chariri, 2011). 



 

xxxii 
 

Menurut (Gratia dan Septiani, 2014) Pada hakikatnya, teori peran 

menekankan sifat individu sebagai pelaku sosial. Teori ini adalah teori perilaku 

sesuai dengan posisi yang ditempatinya di lingkungan kerja dan masyarakat. 

Sedangkan menurut (Soekanto 2012) bahwa peranan yang melekat pada diri 

seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan masyarakat. 

2.2.1.1  Aspek – aspek Peran 

Biddle dan Thomas (Sarwono, 2015:215) Membagi peristilahan dalam teori 

peran dalam empat golongan yaitu : 

1. Orang -orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial. 

Berbagai istilah tentang orang- orang dalam teori peran. Orang- orang 

yang mengambil bagian dalm interaksi sosial dapat dibagi dalam dua 

golongan sebagai berikut : 

a. Aktor atau pelaku, yaitu orang yang sedang berprilaku menuruti suatu 

peran tertentu. 

b. Target (sasaran) atau orang lain, yaitu orang yang mempunyai 

hubungan dengan aktor dan perilakunya. 

2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut. 

Biddle dan Thomas (Sarwono, 2015) membagi empat indikator tentang 

perilaku dalam kaitanya dengan peran sebagai berikut :  

a. Harapan tentang peran (expectation)  

     Harapan tentang peran adalah harapan- harapan orang lain tentang 

perilaku yang pantas, yang seharusnya ditunjukkan oleh seseorang yang 

mempunyai peran tertentu. Harapan tentang perilaku ini bisa berlaku 
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umum, bisa merupakan harapan dari segolongan orang saja, dan bisa 

juga merupakan harapan dari satu orang tertentu. 

b. Norma (norm)  

Secord dan Backman berpendapat bahwa, norma hanya merupakan 

salah satu bentuk harapan. Secord dan Backman membagi jenis- jenis 

harapan sebagai berikut : 

1. Harapan yang bersifat meramalkan (anticipatory), yaitu harapan 

tentang suatu perilaku yang akan terjadi.  

2. Harapan normatif (role expectation), yaitu keharusan yang menyertai 

suatu peran. Harapan normatif ini dibagi lagi ke dalam dua jenis:  

a) Harapan yang terselubung (convert), yaitu harapan itu tetap ada 

walaupun tidak diucapkan. 

b) Harapan yang terbuka (overt), yaitu harapan yang diucapkan. 

Harapan jenis ini dinamai tuntutan peran (role demand). 

Tuntutan peran melalui proses internalisasi dapat menjadi norma 

bagi peran yang bersangkutan. 

c.  Wujud perilaku dalam peran (performance)  

     Peran diwujudkan dalam perilaku oleh aktor. Wujud perilaku dalam 

peran ini nyata dan bervariasi, berbeda- beda dari satu aktor ke aktor 

yang lain. Variasi tersebut dalam teori peran dipandang normal dan tidak 

ada batasnya. 

Teori peran tidak cenderung mengklasifikasikan istilah-istilahnya 

menurut perilaku khusus, melainkan berdasarkan klasifikasinya pada 
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sifat asal dari perilaku dan tujuannya (motivasinya). Sehingga, wujud 

perilaku peran dapat digolongkan misalnya kedalam jenis hasil kerja, 

hasil sekolah, hasil olahraga, pendisiplinan anak, pencari nafkah, 

pemeliharaaan ketertiban, dan lain sebagainya. 

     Peran dilihat wujudnya dari tujuan dasarnya atau hasil akhirnya, 

terlepas dari cara mencapai tujuan atau hasil tersebut. Namun tidak 

menutup kemungkinan adanya cara- cara tertentu dalam suatu peran yang 

mendapat sanksi dari masyarakat. Suatu cara menjadi penting dalam 

perwujudan. 

d.   Penilaian (evaluation) dan sanksi (sanction)  

     Jika dikaitkan dengan peran, penilaian dan sanksi agak sulit 

dipisahkan pengertiannya. Biddle dan Thomas (Sarwono, 2015) 

mengatakan bahwa antara penilaian dan sanksi didasarkan pada harapan 

masyarakat (orang lain) tentang norma. Penilaian peran dalam teori 

peran adalah kesan positif atau negatif yang diberikan oleh masyarakat 

berdasarkan norma yang berlaku terhadap suatu perilaku yang 

dilakukan oleh aktor. Sedangkan sanksi yang dimaksud adalah usaha 

yang dilakukan seorang aktor dalam mempertahankan suatu nilai positif  

atau agar perwujudan peran diubah sedemikian rupa sehingga hal yang 

tadinya dinilai negatif berubah menjadi positif. 

3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku. 

Kedudukan adalah sekumpulan orang yang secara bersamasama 

(kolektif) diakui perbedaannya dari kelompok- kelompok yang lain 
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berdasarkan sifat- sifat yang mereka miliki bersama, perilaku yang 

sama- sama mereka perbuat, dan reaksi orang- orang lain terhadap 

mereka bersama. Ada tiga faktor yang mendasari penempatan seseorang 

dalam posisi tertentu, yaitu: 

a. Sifat- sifat yang dimiliki bersama seperti jenis kelamin, suku 

bangsa, usia atau ketiga sifat itu sekaligus. Semakin banyak sifat yang 

dijadikan dasar kategori kedudukan, semakin sedikit orang yang dapat 

ditempatkan dalam kedudukan itu. 

b. Perilaku yang sama seperti penjahat (karena perilaku jahat), 

olahragawan, atau pemimpin. Perilaku ini dapat diperinci lagi sehingga 

kita memperoleh kedudukan yang lebih terbatas. Selain itu, 

penggolongan kedudukan berdasarkan perilaku ini dapat bersilang 

dengan penggolongan berdasarkan sifat, sehingga membuat kedudukan 

semakin eksklusif.  

c. Reaksi orang terhadap mereka. 

4. Kaitan Antara Orang dan Perilaku. 

Biddle dan Thomas (Sarwono, 2015) mengemukakan bahwa kaitan 

(hubungan) yang dapat dibuktikan atau tidak adanya dan dapat 

diperkirakan kekuatannya adalah kaitan antara orang dengan perilaku 

dan perilaku dengan perilaku. Kaitan antara orang dengan orang dalam 

teori peran ini tidak banyak dibicarakan. Kriteria untuk menetapkan 

kaitan- kaitan tersebut di atas diantaranya yaitu :  

a) Kriteria Kesamaan  



 

xxxvi 
 

1. Diferensiasi (differentiation), yaitu seperti norma untuk anggota 

suatu kelompok sosial tertentu sangat berbeda dari norma- 

norma untuk orang- orang yang bukan anggota kelompok itu. 

Hubungan antara kedua jenis norma itu adalah diferensiasi, yaitu 

ditandai oleh adanya ketidaksamaan. 

2. Konsensus (consensus), yaitu kaitan antara perilaku-perilaku 

yang berupa kesepakatan mengenai suatu hal tertentu. 

3. Konflik peran, berdasarkan adanya disensus yang terpolarisasi 

yang menyangkut peran, yaitu suatu hal yang sangat menarik 

perhatian ahli- ahli psikologi sosial dan sosiologi. Ada dua 

macam konflik peran, yaitu konflik antarperan (inter-role 

conflict) yang disebabkan oleh ketidak jelasan antara perilaku 

yang diharapkan dari satu posisi dengan posisi lainnya pada satu 

aktor, dan konflik dalam peran yang disebabkan oleh tidak 

jelasnya perilaku yang diharapkan dari suatu posisi tertentu.  

4. Keseragaman, yaitu kaitan dua orang lebih memiliki peran yang 

sama.  

5. Spesialisasi, yaitu kaitan orang dan prilaku dalam satu kelompok 

dibedakan menurut posisi dan peran yang diharapkan dari 

mereka.  

6. Konsistensi, yaitu kaitan antara perilaku dengan perilaku 

sebelumnya yang saling menyambung. 
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b) Derajat Saling Ketergantungan  

     Derajat saling ketergantungan, pada kaitan ini suatu hubungan orang-

perilaku akan mempengaruhi, menyebabkan, atau menghambat hubungan 

orang- perilaku yang lain. 

c) Gabungan antara Derajat Kesamaan dan Saling Ketergantungan : 

1. Konformitas (conformity), yaitu kesamaan atau kesesuaian 

antara perilaku seseorang dengan perilaku orang lain atau 

perilaku seseorang dengan harapan orang lain tentang 

perilakunya. Konsep ini sangat penting dalam teori peran. 

2. Penyesuaian (adjustmen), yaitu perbedaan atau ketidaksesuaian 

antara perilaku seseorang dengan perilaku orang lain atau 

perilaku seseorang dengan harapan orang lain tentang 

perilakunya. 

3. Kecermatan (accuracy), yaitu ketepatan penggambaran 

(deskripsi) suatu peran. Deskripsi peran yang cermat (accurate) 

adalah deskripsi yang sesuai dengan harapan- harapan tentang 

peran itu dan sesuai dengan perilaku nyata yang ditunjukkan 

oleh orang yang memegang peran itu. 

2.2.2 Definisi Kesejahteraan 

Menurut Adi (2015), Kesejahteraan Sosial adalah suatu keadaan dimana 

tatanan kehidupan yang meliputi spiritual, tidak menemapatkan satu aspek lebih 



 

xxxviii 
 

penting dari yang lainnya. Titik keseimbangan yang dimaksud adalah 

kesimbangan antara aspek sosial, meterial dan spiritual. Menurut Sodiq (2013), 

Kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan 

dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan tenteram 

secara lahiriah maupun batiniah. Menurut Suharto (2006), Kesejahteraan Sosial 

adalah suatu proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangaan, 

lembaga sosial, masyarakat, maupun badan pemerintahan untuk meningkatkan 

kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial. 

Selain itu, lebih lanjut menurut Friendlander(2006), Kesejahteraan Sosial adalah 

sistem yang terorganisir dari pelayanan dan lembaga sosial, yang maksudkan 

untuk  membantu indiividu dan kelompok agar mencapai tingkat hidup dan 

kesehatan yang memuaskan, dan hubungan personal dan sosial yang memberi 

kesempatan kepada mereka untuk memperkembangkan seluruh kemampuannya 

dan untuk meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan 

keluarga dan masyarakatnya. Dalam UU No.11 tahun 2009 tentang kesejahteraan 

sosial dijelaskan bahwa kesejahteraaan sosial adalah kondisi terepenuhinya 

kebutuhan material, spiritual, dan sosial warganegara agar dapat hidup layak dan 

mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. 

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial merupakan 

suatu upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan materil, spiritual, jasmani 

dan rohani setiap individu atau kelompok, sehingga terebebasnya dari jeratan 

kemiskinan dengan tujuan untuk meningkatkan kulaitas hidup dan kesehatan yang 

memuaskan. 
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Sedangkan penyelenggaran kesejahteraan sosial adalah upaya yang 

terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah 

daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan 

dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, 

pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. (UU No.11 Tahun 2009). 

Dilihat dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan 

memiliki beberapa kata kunci yakni dengan terpenuhnya kebutuhan dasar, dan 

juga dapat melakasnakan fungsi dan tugas sosial warga negara. Upaya untuk 

mencapai kesejahteraan dapat dilakukan dengan inidvidu atau dengan 

berkelompok. Menurut Badrudin (2012), Kesejahteraan terdiri dari dua macam 

yakni : 

1. Kesejahteraan Perorangan atau Individu 

Kesejahteraan perorangan adalah kesejahteraan yang menyangkut 

kejiwaan perorangan yang diakibatkan oleh pendapatan kemakmuran dan 

faktor-faktor ekonomi lainnya, kesejahteraan perorangan sinonim dengan 

terpenuhinya kebutuhan dari warga yang bersangkutan. 

2. Kesejahteraan Masyarakat  

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan 

tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar 

kehidupan masyarakat. 

2.2.2.1 Parameter Kesejahteraan Masyarakat 

Menurut Noor (2015), terdapat tiga parameter kesejahteraan masyarakat 

yakni ; 
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1. Pengahasilan yang memadai yakni dengan adanya lapangan pekerjaan baik 

berupa usaha sendiri ataupun sebagai pekerja. 

2. Tersedianya pilihan barang dan jasa untuk konsumsi memerlukan adanya 

aktivitas produksi, yang merupakan bagian dari kegiatan ekonomi. 

3. Stabilitas internal, yaitu stabilitas harga barang jasa domestik yang 

ditunjukkan oleh tingkat inflasi. 

Seperti yang telah dijelaskan diatas, kesejahteraan masyarakat bisa 

dikatakan sejahtera apabila terpenuhnya sebuah barang atau jasa yang dibutuhkan 

oleh masyarakat dengan harga barang yang stabil dan adanya suatu penghasilan 

yang memadai dari masyarakat desa. 

2.2.2.2 Keluarga Sejahtera 

Menurut Undang-undang No. 52 Tahun 2009, Keluarga Sejahtera adalah 

keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi 

kebutuhan hidup, spiritual dan materil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antara anggota 

dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. 

Tingkat Kesejahteraan keluarga dikelompokkan menjadi 5 (lima) tahapan, 

yaitu : 

1. Tahapan Keluarga Pra Sejahtera (KPS) 

Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga yang tidak memenuhi salah satu 

dari enam (6) indikator Keluarga Sejahtera 1 (KS 1) atau indikator 

kebutuhan dasar keluarga. 

2. Tahapan Keluarga Sejahtera 1  (KS1) 
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Keluarga Sejahtera 1 adalah keluarga yang mampu memenuhi enam (6) 

indikator tahapan kelaurag sejahtera 1, tetapi tidak memenuhi salah satu 

dari delapan (8 )indikator keluarga sejahtera 2 atau indikator psikologis. 

3. Tahapan Keluarga Sejahtera 2  

Kelaurga sejahtera 2 yaitu keluuarga yang mampu memenuhi enam (6) 

indikator tahapan keluarga sejahtera 1 dan delapan (8) indikator keluarga 

sejahtera 2, tetapi tidak memenuhi salah satu dari lima (5) indikator 

kesejahteraan 3 atau indikator kebutuhan pengembangan. 

4. Tahapan Keluarga Sejahtera 3 

Keluarga Sejahtera 3 adalah kelaurga yang mampu memenuhi enam (6) 

indikator keluarga 1, delapan (8) indikator keluarga 2, dan lima (5) 

indikator keluarga 3, tetapi tidak memenuhi salah satu dari dua (2) 

indikator keluarga sejahtera 3 plus atau indikator aktualisasi diri. 

5. Tahapan Keluarga Sejahtera 3 Plus 

Keluarga Sejahtera 3 Plus adalah keluarga yang mampu memenuhi 

keseluruhan dari enam (6) indikator keluarga sejahtera 1, delapan (8) 

indikator dari keluarga sejahtera 2, lima (5) indikator keluarga sejahtera 3, 

dan dua (2) indikator keluarga sejahtera 3, serta dua indikator tahapan 

keluarga sejahtera 3 plus. 

Dari data diatas, keluarga sejahtera dibagi menjadi lima bagian yang terdiri 

dari keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera 1, Keluarga Sejahtera 2, Keluarga 

sejahtera 3 dan keluarga sejahtera 3 plus. Selain pengertian dari setiap tahapan 

keluarga sejahtera, terdapat juga indikator dari tahapan keluarga sejahtera, yakni : 
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1. Enam indikator tahapan Keluarga Sejahtera 1 atau indikator kebutuhan 

dasar yakni 

a. Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih.  

b. Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, 

bekerja/sekolah dan berepergian. 

c. Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding 

yang baik. 

d. Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan. 

e. Bila pasangan yang subur ingin KB pergi ke sarana pelayanan 

kontrasepsi. 

f. Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah. 

2. Delapan Indikator Keluarga Sejahtera 2 atau indikator Kebutuhan 

Psikologis, yaitu; 

a. Pada umumnya anggota keluarga melaksanakann ibadah sesuai dengan 

agama dan kepercayaan masing-masing. 

b. Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan 

daging, ikan, atau telur. 

c. Seluruh angggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian 

baru dalam setahun. 

d. Luas lantai rumah paling kurang 8 m2 untuk setiap penghuni rumah. 

e. Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat 

melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing. 
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f. Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk 

memperoleh penghasilan. 

g. Seluruh anggota keluarga umur 10-60 tahun bisa baca tulisan latin. 

h. Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat 

atau obat kontrasepsi. 

3. Lima Indikator Keluarga Sejahtera 3 atau indikator kebutuhan 

pengembangan, yaitu: 

a. Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama. 

b. Sebagaian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau 

barang. 

c. Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali 

dimanfaatkan untuk berkomunikasi. 

d. Keluarga ikut dalam kegiatan masyyarakat di lingkungan tempat 

tinggal. 

e. Keluarga memperoleh informasi dari surat, majalah, radio, tv atau 

internet. 

4. Dua Indikator Keluarga Sejahtera 3 Plus atau indikator aktualisasi diri, 

yaitu; 

a. Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan 

materil untuk kegiatan sosial. 

b. Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial, 

yayasan, atau institusi masyarakat. 
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2.3 Badan Usaha Milik Desa  

2.3.1  Pengertian Badan Usaha Milik Desa   

Badan Usaha Milik Desa  adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh 

masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa 

dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. 

Amelia Kusuma (2014), Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga 

usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan asset-aset dan sumberdana 

ekonomi desa dalam kerangka pemberdayaan masyarakat desa.  

Badan Usaha Milik Desa sebagai lembaga sosial memiliki kontribusi 

sebagai penyedia pelayanan sosial, sementara fungsi sebagai lembaga komersial 

memiliki arti bahwa Badan Usaha Milik Desa bertujuan untuk mencari 

keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar 

(Wijanarko, 2012).. 

Badan Usaha Milik Desa  menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2014 

pasal 1 ayat 6 adalah suatu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar 

modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari 

kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, serta usaha 

lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.   

Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan Badan Usaha Milik Desa 

dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya  yaitu : 

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama. 

2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) 

melalui penyertaan modal (saham atau andil). 
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3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari 

budaya lokal.  

4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi 

pasar. 

5. Keuntungan yang diperoleh ditunjukan untuk meningkatkan kesejahteraan 

anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa. 

6. Difasilitasi oleh pemerintah, pemprov, pemkab, dan pemdes. Pelaksanaan 

operasionalisasi dikontrol secara bersama  (Pemdes, BPD, dan Anggota). 

Dalam UU No. 23 Tahun 2014 diamanatkan bahwa dalam meningkatkaan 

pendapatan masyarakat, pemerintah desa dapat mendirikan suatu Badan Usaha 

Milik Desa  sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh desa. 

Adapun dalam hal perencanaan dan pembentukannya, Badan Usaha Milik Desa 

diabangun atas inisiasi masyarakat, serta sesuai dengan prinsip-prinsip kooperatif, 

partisipatif, dan emansipatif. 

Seperti yang telah dijelaskan diatas yakni, berdirinya Badan Usaha Milik 

Desa  dikarenakan sudah diamanatkan  bahwa dalam meningkatkan pendapatan 

masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa. 

Lembaga Badan Usaha Milik Desa ini merupakan institusi sosial ekonomi desa 

yang betul-betul mampu sebagai salah satu lembaga komersial yang mampu 

berkompetisi ke luar desa. Badan Usaha Milik Desa sebagai institusi ekonomi 

rakyat, harus berpihak kepada pemenuhan kebutuhan (produktif maupun 

konsumtif) masyarakat dengan cara melalui pelayanan distribusi penyediaan 

barang dan jasa. Hal ini diwujudkan dalam pengadaan kebutuhan masyarakat 



 

xlvi 
 

yang tidak memberatkan (seperti: harga yang lebih murah dan mudah 

mendapatkannya) dan menguntungkan. Dalam hal ini, Badan Usaha Milik Desa  

sebagai institusi Komersiil atau lembaga usaha yang berada didesa, tetap 

memperhatikan efisiensi serta efektifitas usahanya. 

2.3.2 Tujuan dan Fungsi Badan Usaha Milik Desa  

Menurut kamaroesid,(2016). Empat tujuan utama  pendirian Badan Usaha 

Milik Desa  adalah: 

1. Meningkatkan perekonomian desa. 

2. Meningkatkan pendapatan asli desa. 

3. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat. 

4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi 

pedesaan 

Badan Usaha Milik Desa pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi 

atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa. Badan Usaha Milik 

Desa  yang baik adalah Badan Usaha Milik Desa yang mampu melakukan 

tugasnya sesuai dengan tujuan pendirian Badan Usaha Milik Desa, antara lain : 

1. Mendukung penguatan usaha masyarakat dalam menjalin kerja sama 

dengan berbagai pihak yamg memiliki potensi di bidang peningkatan 

usaha masyarakat. 

2. Mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat yang tangguh dan 

mandiri untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat. 
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3. Menciptakan kesempatan berusaha dan mengurangi angka pengangguran 

di desa. 

4. Membina masyarakat dalam kegiatan usaha sehingga menjadi sumber 

penghasilan yang menumbuhkan motivasi dan inovasi. 

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa  merupakan wujud 

dari pengelolaan ekonomi yang produktif dari desa yang dilakukan secara 

koopratif, transfaransi, akuntabel, inovasi dan partisipasi. Maka dari itu, dalam 

pengelolaanya dibutuhkan usaha yang menjadikan pengelola Badan Usaha Milik 

Desa  berjalan secara profesional, efesien dan mandiri. Selain itu, agar tujuan dari 

Badan Usaha Milik Desa  tersebut dapat tercapai, pengelola dalam menjalankan 

usaha harus memenuhi kebutuhan masyarakat baik secara produktif dan 

konsumtif melalui pelayanan distribusi barang dan jasa. Pemenuhan kebutuhan 

ini, diusahakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat Badan Usaha Milik 

Desa  merupakan salah satu usaha desa yang paling dominan dalam 

menggerakkan roda perekonomian desa. Badan Usaha Milik Desa  juga dituntut 

mampu memberikan pelayanan bagi masyarakat di luar desa dengan 

menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya, terdapat 

aturan yang telah disepakati bersama.  

Selain itu, Badan Usaha Milik Desa  juga memiliki Fungsi yakni sebagai 

berikut : 

1. Sebagai Motivator,  artinya Badan Usaha Milik Desa  dapat memotivasi 

masyarakat untuk memberi masukan tentang kelanjutan desa ke depan. 
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2. Sebagai Fasilitator, artinya Badan Usaha Milik Desa  yang memfasilitasi 

segala aktivitas program pembangunan. 

3. Sebagai Mediator, artinya Badan Usaha Milik Desa  yang 

mensosialisasikan usulan-uslan rencana usahayang telah ditetapkan. 

Selain itu Badan Usaha Milik Desa sebagai mediator juga berarti Badan 

Usaha Milik Desa dapat membantu pemerintah desa menyelesaikan 

masalah-masalah yang ada di desa tanpa meemutuskan masalah tersebut. 

4. Sebagai Stabilisator, artinya Badan Usaha Milik Desa  bereperan sebagai 

penyeimbangan  harga kebutuhan yang dijadikan usaha pembangunan. 

5. Sebagai Server, artinya Badan Usaha Milik Desa  disini berperan sebagai 

pelayanan kebutuhan masyarakat. 

6. Sebagai Dinamisator, artinya Badan Usaha Milik Desa  berperan sebagai 

pendorong masyarakat untuk lebih berperan aktif dalam kegiatan Badan 

Usaha Milik Desa. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa tujuan 

pendirian Badan Usaha Milik Desa  adalah sebagai suatu upaya dalam 

menguatkan ekonomi msayarakat dan desa, selain itu Badan Usaha Milik Desa  

juga sebagai salah satu lembaga usaha untuk pemberdayaan berbagai potensi 

usaha masyarakat di desa.  

2.4  Kerangka Berpikir 

Menurut (Sugiyono, 2012), Kerangka Berpikir merupakan sintesa tentang 

hubungan antara variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah 

dideskripsikan. 
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Sumber Diolah Peneliti  

2.5  Definisi Konseptual 

Definisi Konseptual adalah unsur penelitian yang menjelaskan tentang 

karakteristik sesuatu masalah yang hendak diteliti. 

1. Peran 

Teori peran dalam literatur perilaku organisasi menyatakan bahwa sebuah 

lingkungan organisasi dapat mempengaruhi harapan setiap individu mengenai 

Peran Badan Usaha Milik Desa Moteng Dalam 

meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat  

Aspek-Aspek Peran 

Indikator Teori Peran : 

1. Orang-orang yang mengambil bagian 

dalam interaksi sosial  

2. Perilaku yang muncul dalam interaksi 

tersebut  

3. Kedudukan orang- orang dalam 

perilaku  

4. Kaitan antara orang dan perilaku 

Hasil 
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perilaku seseorang dalam menjalankan peran. Harapan akan mendapatkan peran 

tersebut dapat berasal dari peran itu sendiri, individu yang mengendalikan peran 

tersebut, masyarakat, atau pihak lain yang berkepentingan terhadap peran tersebut 

(Hutami & Chariri, 2011). 

2. Kesejahteraan Masyarakat 

Menurut Sodiq (2013), Kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari 

jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga dia memperoleh 

kehidupan yang aman dan tenteram secara lahiriah maupun batiniah. Dalam UU 

No.11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial dijelaskan bahwa kesejahteraaan 

sosial adalah kondisi terepenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial 

warganegara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga 

dapat melaksanakan fungsi sosialnya. 

3. Badan Usaha Milik Desa  

Badan Usaha Milik Desa  adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh 

masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa 

dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. 

 

2.6 Definisi Operasional 

Definisi dari Operasional menurut (Sugiyono, 2012), adalah segala sesuatu 

yang dibentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga 

diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. 
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Tabel 2.2 

Definisi Operasional 

Teori Variabel Indikator Sub Indikator Item 

Biddle 

dan 

Thomas 

Aspek-

aspek 

Peran 

1. Orang-orang yang 

mengambil 

bagian dalam 

interaksi sosial  

 

1. Pemerintah 

2. Masyarakat 

Melihat sejauh 

mana  interaksi 

sosial baik dari 

segi pemerintah 

maupun 

masyarakatnya.  

2. Perilaku yang 

muncul dalam 

interaksi tersebut 

1. Pemerintah 

2. Masyarakat 

Melihat perilaku 

dari interaksi 

pemerintah dan 

masyarakat 

dalam 

meningkatkan 

Kesejahteraan. 

3. Kedudukan 

orang-orang 

dalam perilaku 

1. Pemerintah 

2. Masyarakat 

 

Melihat 

kedudukan orang 

yang memiliki 

peran dalam 

meningkatkan 

kesejahteraan 

masyarakat. 
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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara alamiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Adapun metode yang 

digunkan dalam penelitian ini yaitu  dengan metode Kualitatif Deskriftif. Menurut 

(Sugiyono,2019), tehnik penelitian deskriftif kualitatif adalah suatu metode dalam 

meneliti status kelompok manusia, suatu objek, kondisi, sistem pemikiran 

peristiwa masa sekarang. Tipe penelitian ini berusaha menerangkan fenomena 

sosial teretntu. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa jenis 

penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriftif karena analisis data 

yang terdiri dari data berupa tullisan dan kalimat dan mempertimbangkan 

pendapat orang lain yang menjadi narasumber. 

Dengan pendekatan ini peneliti mencoba memahami dan menggambarkan 

secara menyeluruh obyek yang diteliti dalam hal Peran Badan Usaha Milik Desa 

Dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Adapun lokasi dan waktu penelitian akan dilakukan di Badan Usaha Milik 

Desa, di Desa Moteng, Kecematan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, 

4. Kaitan antara 

orang dan 

perilaku 

1. Pemerintah 

2. Masyarakat 

Keterkaitan 

antara 

pemerintah dan 

masyarakat. 
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Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penetapan lokasi berdasarkan pertimbangan bahwa 

lokasi sudah menjalankan kegiatan Badan Usaha Milik Desa sehingga lokasi yang 

sangat tepat untuk memperoleh data atau informasi yang akurat dan relevan 

dengan permasalahan penelitian yang ada. Waktu pelaksanaan penelitian yang 

akan dilakukan oleh peneliti yaitu 2 minggu. 

3.3 Jenis Dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan tehnik “purposive sampling” adalah tehnik 

pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan teretentu. Dalam 

penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder : 

1. Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari tangan 

pertama dilapangan berdasarkan hasil observasi dan wawancara. 

Tabel 3.1 

Daftar informasi Wawancara 

No Jabatan Jumlah 

1.  Kepala Desa 1 

2.  Ketua Badan Usaha Milik Desa 1 

3.  
Pengurus Badan Usaha Milik 

Desa 
3 

4.  Sekretaris Desa 1 

5.  
Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) 
1 

6.  Masyarakat Desa 15 

JUMLAH 22 
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2. Data sekunder adalah sumber data yang dikutip dari sumber lain dalam 

bentuk dokumen literatur, brosur , dan karangan para ahli yang dianggap 

mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan 

melakukan  observasi, wawancara dan dokumentasi. 

1. Metode Observasi 

Metode observasi dilakukan dengan maksud agar peneliti mampu 

meninjau secara langsung terkait  Obyek yang akan diteliti dalam hal ini  Badan 

Usaha Milik Desa  di Desa Moteng Kecematan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa 

Barat. 

2. Metode Wawancara  

Metode Wawancara dilakukan dengan maksud memperoleh informasi 

dengan menanyakan secara langsung terhadap Narasumber terkait Peran Badan 

Usaha Milik Desa Dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Moteng 

Moteng Kecematan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat. 

Dalam kegiatan wawancara yang menjadi sumber informasi adalah para 

informan yang berkompeten dan mempunyai relevansi dengan penelitian.Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan “purposive sampling” adalah tehnik 

pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan teretentu. Adapun yang 

akan menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai Berikut : 
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Tabel 3.2 

Daftar informasi Wawancara 

No Jabatan Jumlah 

1 Kepala Desa 1 

2 Ketua Badan Usaha Milik Desa 1 

3 
Pengurus Badan Usaha Milik 

Desa 
3 

4 Sekretaris Desa 1 

5 
Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) 
1 

6 Masyarakat Desa 15 

Jumlah 22 
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3. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi berasal dari dokumen,yang artinya barang-barang tertulis, 

metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dan mencatat data yang 

sudah ada. 

Berdasarkan pendapat diatas maka yang dimaksud dengan metode 

dokumentasi ialah cara-cara untuk memperoleh data yang dilakukan dengan cara 

mencatat keterangan-keterangan yang terdapat pada dokumen-dokumen lainnya. 

Yang terkait dengan masalah yang akan ditulis. 

 

 

3.5 Metode Analisa Data 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan analisis data kualitatif dengan 

cara  memberikan gambaran tentang bagaimana Peran Badan Usaha Milik Desa 
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Dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Moteng. Penelitian ini 

menggunakan data kualitatif maka hasil analisis data bersifat deskriptif. Analisis 

data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh 

dari hasil wawancara dan observasi. 

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik 

kualitatif,dengan mengikuti alur kegiatan Miles dan Huberman dalam Sugiyono 

(2019) yang terdiri dari beberapa tahap,yakni: 

1. Data Reduksi 

Merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan 

dan kedalaman wawancara yang tinggi. Mereduksi data berarti merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok,memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari 

tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan 

data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan reduksi data dibantu dengan 

peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-

aspek tertentu. 

2. Penyajian Data 

Dalam penelitian ini kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, diagram aliran, dan sejenisnya. 

Dalam hal ini yang digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif 

adalah dengan teks yang bersifat naratif. 

3. Penarikan Kesimpulan  
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Langkah ketiga dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan data 

verifikasi, kesimpulan awal dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan 

berubah bila tidak ada di temukan bukti-bukti yang kuat yang mengandung pada 

tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang di 

kemukakan pada tahap awal awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 

 

 

 


